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BUPATI KETAPANG

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Rumah Potong Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Rumah Potong Hewan.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat, Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 1959 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ketapang.
Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Ketapang.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau komplek bangunan dengan
desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak
yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.



12. Keringanan Retribusi adalah pengurangan beban atau tanggungan terhadap
pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

13. Pengurangan Retribusi adalah suatu cara atau proses pengurangan terhadap
pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

14. Pembebasan Retribusi adalah suatu tindakan atau perbuatan pengampunan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang
menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah.

BAB II
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

(1) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan alasan adanya
penurunan kemampuan wajib retribusi.

(2) Pembebasan retribusi diberikan karena keadaan dimana objek retribusi tidak
berfungsi

Pasal 3

Penurunan kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) adalah kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan wajib retribusi yang
disebabkan oleh penurunan daya beli.

Pasal 4

(1) Pengurangan retribusi rumah potong hewan diberikan dalam bentuk
pengurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan.

(2) Keringanan retribusi rumah potong hewan diberikan dalam bentuk:
a. perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi; atau
b. pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak-
banyaknya 2 (dua) kali pembayaran.

Pasal 5

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada 1
(satu) wajib retribusi atau lebih dari 1 (satu) wajib retribusi sekaligus.

Pasal 6

Pemberian pengurangan, Kkeringanan, atau pembebasan retribusi, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi rumah potong
hewan dapat dilakukan dengan permohonan dari wajib retribusi.



(1)

(2)

)

Pasal 8

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan,
atau pembebasan retribusi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 9

Permohonan pengurangan, Kkeringanan, pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan dilampiri:

oo

foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 10

Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas
kondisi kemampuan wajib retribusi atau kondisi sarana dan prasarana
rumah potong hewan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menerima surat permohonan dari wajib retribusi;

b. meneliti permohonan berkas pengurangan, keringanan, pembebasan
retribusi dari wajib retribusi kemudian dilakukan penelitian dan
pemeriksaan lapangan; dan

c. menyampaikan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Kepala
Dinas.

Kepala Dinas melaporkan hasil penelitian lapangan kepada Bupati setelah
mendapatkan laporan dari Tim.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal surat permohonan diterima harus memberi Keputusan atas
permohonan yang diajukan dengan penerbitan Surat Keputusan.

Penetapan Keputusan Bupati atas permohonan dapat berupa menerima
seluruhnya, menerima sebagian atau menolak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

Keputusan Bupati tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi rumah potong hewan dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam
melakukan pembayaran retribusi.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
Bupati dapat melimpakan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam mengambil
keputusan terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)

BAB V
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Ketapang.

Di tetapkan di Ketapang
pada tanggal 27 Juni 2016
BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ttd
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
‘/Sekretariat Daerah Kab. Ketapang

/L

EDI RADIANSYAH, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19700617 200003 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

Kapolres Kabupaten Ketapang di Ketapang.

Ka Satpol PP Kabupaten Ketapang di Ketapang.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang.

. Assosiasi Peternak Sapi, Kerbau dan Pengusaha di Ketapang.
10. Serikat Perdagangan Babi Potong di Ketapang.

11. Arsip.

1. Kepala Bappeda Ketapang di Ketapang.

2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang.

3. Kadispenda Kabupaten Ketapang di Ketapang. o
4. Kadis Perindagkop Kabupaten Ketapang di Ketapang.

5. Kodim 1203 Kabupaten Ketapang di Ketapang. *
6.
7.

8.

9



